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PEIWI'URAN MEN'IERI KESEHATAN REPUBLIK INIXNESIA 

N(l.OC)R : _ 718/M=n .Kes./Per/XI/1987 

TEl:\JTANG 

KEBISINGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEBM'AN' 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDCNESIA, 

a. bahwa kebisingan dapat meh:i.mbulkan gangguan .atau .bahaya dan rremberi 

kan dampak negatif terhadap kesehatan; 

b. bal"Ma perlu ada upaya pencegahan dan perli.ndungan masyarakat terha

dap gangguan atau bahaya dan darrpak negati f kebisingan; 

c. bahwa unruk melaksanakan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, perlu 

ditetapkan Peraturan. Menteri Kesehatan • 

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 Stb. No. ~26 yang 

telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 No. _14 dan No.450); 

2. Undang-Undang Nanor 9 Tahun 1960 ·tentang -Pokok-Pokok_Kesehatari (Ian

baran Negara Nanor 131 Tahun 1960, Tambahan Lembaran N,egara Nanor 2068) ; 

3. Undang-Undang Naror ll Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha 
. \ 

Bagi Unum (Iembaran Negara Nanor 48 Tahtm 1962, .Tambahari Lembaran Ne-

gara Nanor 2475); 

4. Undang-Undang Nanor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene {I..anbaran Negara 

N~r 22 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara Nanc-r 2804) ; 

5. Undang-Undang Nanor 5 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Penerintahan Di 

Daerah {Lembaran Negara Nanor 38 Tahun 197 4, Tarnbah.an Lernbaran Negara 

Nanor 3037); 

6. Undang-Undang Naror 4 Tah'IID 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nanor 12 Tahmi 1982, 

Tambahan I.anbaran Negara Nanor 3215) ; 

7. Undang-Undang Nanor 5 Tahi.m 1984 ten:tarig Per:indus:trian (I.anbaran Ne

gara Nanor 22 Tahun 1984, Taillbahari .tembaran Negara Naror 327"1); 

8. Peraturan Panerintah Nanor 7 Tahrm 1987 tentang Penyerahan Sebagian 

Urusan Perrerintahan Dalam Bidang ·Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran 

Negara Nanor 9 Tahun 1987, Ta:rnbru"ian I..ernba.ran Negara Ncnor 3347); 
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M EM UTUSKAN 

PERATUR.1\N MENTERI KESEHATAN REPDBLIK INJ::X:NESIA T.EN'mNG 

KEBISINGA.~ YANG BERHli"BUNGAN DENGA..N" KESEHATAN ~ 

BZ-\B I 

KE'TENTUJl.N tMJM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dirnakSud dengan 

a. Kebisingan adalah terj adinya bunYi yang tidak dikehendaki 

sehingga mengganggu dan atau rnernbahayakan kesehatan; 

b. Keadaan khusus adalah ~ceadaan y~g menyinpang dari ketentuan . 

dan atau persyaratan yang telah ditetapkan~ .disebabkan keadaan 

alam atau keadaan lainnya yarig · tidak dapat atau tidak nrungk:i.n 

dihindarkan, tetapi tidak mengganggu ·dan atau .membahayakan ke

sehatan; 

c. Zona A adalah Zona yaJ1g diperuntukan bagi tempat penelitian, 

Rurnah Sakit,. tempat perawatan kesehatan .atau sosial dan seje

nisnya; 

d. Zona B adalah Zona yang diperuntukan .bagi perumahan, tempat 

pendidikan, rekreasi dan sejenisn:y-a.; 

e. · Zona C . adalah Zona yang dipert.m.tukan ba:gi perkantoran, per

·tokoan, pe:rdagangan, pasar dan sejenisnya; ·-

f. Zona D adalah Zona yang diperuntukan bagi industri, pabrik, 

. stasirm kereta api, tenriinal bus dan sejenisnya; 

g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas, flmgsi 
- . 

dan wewenangnya rnencakup bidang pengawasan kebisingan yang ber-

hubrmgan dengan kesehatan. 

R.iill II 

Z 0 N A 

Pasal 2 

(1) Sesuai dengan jenis peruntukannya, ma.lea zona dibedakan se

bagai berikut 
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b. Zona B 

c. Zona C 

d. Zona D 
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(2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dapat mengu._..'=,ulkan kepcrla Bupati/ 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II .tentang penetapan zana-zona sebaga i. 

yang dirnakBud dalam · ayat ( 1) pasal ini. 

( 3) Kepala Dinas Kesehatan Daerah . Tingkat . II dapat rnengusulkan kepada Bupati/ 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk meninjau kembali tentang pene

tapan Zona. 

BAB III 

SYARAT-SYA.."RA'J' KEBISINSAN 

.Pasal 3 

Tingkat kebisingan Zana A, Zona B, Zona c dan Zona D · hart!S rrernenubi syara:t-sya

rat kebisingan sebagai daf tar berikut : 

No. ZONA 

1. Zona A 

2. Zana B 

3. Zana C 

4. Zona D 

.Tingkat .Kebisingan :dB(A) 

Maksimurn yang 
dianjurkan 

35 

45 

50 

60 

Pasal 4 

Mak.simum yang 
diperbolehkan . 

45 

55 

60 

70 

Penyirnpangan dari syarat-syarat kebisingan sebagaimana ±ercc.ntum dalam pasal 3 

tidak dil::enarkan, kecuali dalam keadaan khusus de..n.gal'.l persetujuan Manteri Kese

hatan. 

BAB IV 

PERLINDUNGAN ZCNA TERHADAP KEBISINGAN 

Pasal 5 

Sumber kebisingan yang berasal dari ke',Jiata.."l industri, ·.P°-.rdagangan, pe.lllbangunan, 

alat pembangkit tenaga, alat pengangkutan dan kegiatan rurnaJ1 tangga dan sebagai

nya yang dired.am atau pm tidak, tidak boleh rnenirobulkan kebisingan, sehingga me

larnpaui persyar'atan. kebisingan seba.gairnana tersebut pad.a pasal 3. 
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BAB V 

PEMELIHARAAN 

Pasal 6 

.( 1) · Tingkat kebisingan sebaga.irrana dimaksud dala:m . pasal... 3 ... hams dipenuhi, di

jaga dan dipelihara de.11gan baik secara teratilr clan _te_r:us-menerus. 

(2) Pemeliharaan tingkat kebisingan harus mematuhi pedcman perreliharaan yang di

tetapkan oleh Dinas Kesehatan· Daerah Tingkat -l dan .rr :~_roasarkan petunjuk 

Direktur Jenderal. 

BAB VI 

PENYEIENGGARAA.."f\1 PENGAWASAN 

Pasal 7 

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan -II secara fungsional rrelaksanakan 

P:mgawasan ·kebisingan sebaga:imana d.imaksud pasal 3. 

Pasal 8 

Pengawa.san yang dimaksucl dalam pasal 7 rreliputi • 

a. Perreriksacin secara berkala baik: di .lapangan maupun di :latx::>ratorium; 

b. Penganalisaan basil kegiatan huruf a; 

c. Perurnusan saran cara-cara perrecahan masalah yang timbul dari basil 

kegiatar1 huruf a dan huruf b; 

d. Upaya perrecahan Ina$alah atas _ dasar kegiatan hu_ruf c dalam tanggung 

jawab dan wewenangnya. 

BAB VII 

PEMBINAAN 

Pasal 9 

(1) Pembinaan pengawasan kebisingan pada tingkat Prop.insi Daerah Tingkat I, 

dilakukan oleh Kepa.la Kantor Wilayah Depa.rtemen Kesehatan. 

(2) Pembinaan pengawa.san kebisingan pa.da tingkat _Kabupa.ten/Kotamadya Daerah 

Tingkat II dilakukan oleh Kepala Kantor Departernen Kesehatan. 

( 3) Penyelenggaraan pengawa.san dan penetapan syarat-syarat ·teri.aga pengawas.an 

kebisingan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 10 

I.aboratorium sebagai tempat pemeriksaan kebisingan dan kaJibrasi alat pengukur 

kebisingan dalam rangka penyelenggarac=in -pengawasan ditetapkan oleh Direktur Jen

deral. 
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Pasal 11 

~ta:ie pemeriksaan kebisingan ditetapkan oleh Direktur:~Jenderal. 

BAB VIII 

PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN 

Pasal 12 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dart Bupati/Walikotarnadya .Daerah Tingkat II 

·:rrengkoordinasikan dan bertanggung jaWa.b atas pengawasankebisingan. 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pernbiayaan kegiatan :pengawasan kebisingan dibebankanpada anggaran l:elanja 
. . . 

Pemerintah. 

BAB X 

PENINDAKAN 

Pasal 14 

Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 3, 5 dan 6 sehingga mengganggu dan 

a tau membahayak:an kesehatan atau j iwa seseorang dia.'1cam dengan hukuman berdasar

kan pasal 9 ayat (l) Undang-Undang Nanor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene UntUk U- · 

saha-Usaha Bagi Urrn.lm dan.peraturan perundang-undangan lain yang berlak:u. 

Pasal 15 

Barangsiapa · yang karena kelalaiannya rnelanggar pasa.1:- . 3, 5, dan 6 sehingga rneng

ganggu dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa sesearang diancarn dengan hukum

an berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Naror 11 Tahun 1962 tentang Hygiene 

Untuk Usaha-Usaha Bagi Umurn dan peraturan perundang-undangan lain yang berlak:u. 

BAB XI 

p ·E NUT UP 

Pasal 16 

Hal-hal :yang bersifat teknis yal-ig ·belurn cliatfil. dalam f>o__raturan M2nteri ini , di

tetapkan oleh Direktur Jenderal . 
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Pasal 17 

Peraturan Mente,...i ini mulai berlaku pada tanggal di:tetapkan.. 

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, :rnarerintabkan · :pengundangan 

Peraturan M:nteri ini dengan rnenerrpatkan dalam Berita 'Negara Republik In

donesia. 

Di tetapkan di .. : "J'. A K A R T A 

Pada tanggal : -S Nopernber 1987 

I 
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 718/Men.Kes/Per/XI/1987 

TENT ANG 
KEBISINGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menirnbang : a. bahwa kebisingan dapat rnenirnbulkan 
gangguan atau bahaya dan rnernberikan 
darnpak negatif terhadap kesehatan ; 

b. bahwa perlu ada upaya pencegahan 
dan perlindungan masyarakat terha ~ 
dap gangguan atau bahaya dan dampak 
negatif kebisingan ; 

c. bahwa untuk rnelaksanakan hal-hal 
tersebut pada huruf a dan b, perlu 
ditetapkan Peraturan Menteri Kese
hatan. 

Mengingat 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Or-
donantie) 1926 Stb. No. 226 yang te 
lah diubah dan ditambah terakhir de 
ngan Stb. 1940 No. 14 dan No. 450); 

2. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lem
baran Negara Nornor 131 Tahun . 1960, 
Tarnbahan Lembaran Negara No. 2068); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 
· tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha 
Bagi Umum (Lembaran Negara Nomor 43 
Tahun 1962, Tambahan Lembaran Nega
ra Nomor 2475) ; 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 
tentang Hygiene (Lembaran Negar a 
Nomor 22 Tahun 1966, Tambahan Lem
baran Negar a Nomor 2804); 

5. Undang-Undang Nomor S Tahun 1974 
tent ang Pokok-pokok Pemerintahan Di 
Daerah (Lembaran Negara Nornor 38 Ta 
hun 1974, Tarnbahan Lembaran Negara
Nornor 3037); 
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6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lem 
baran Negara Nomor 12 Tahun 1982, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3215) ; 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 
tentang Perindustrian (Lembaran 
Negara Nomor 22 Tahun 1984, Tam
bahan Lembaran Negara Nomor 3274); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Ta
hun 1987 tentang Penyerahan Seba-
gian Urusan Pemerintahan Dalam 
Bidang Kesehatan Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 
1987, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3347) ; 

MEKJTIJSKAN 

Menetapkan PERA11JRAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG KEBISINGAN YANG 
BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN . 

BAB I 

KETENnJAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang di 
maksud dengan : 

a. Kebisingan adalah terjadinya bu
nyi yang tidak dikehendaki sehing 
ga mengganggu dan atau membahaya: 
kan kesehatan ; 
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b. Keaclaan khusus aclalah keaclaan yang menyimpang 
clari ketentuan dan atau persyaratan yang telah 
clitetapkan, clisebabkan keaclaan alam atau keaclaan 
lai~nya yang ticlak clapat atau ticlak mungkin di
hinclarkan, tetapi ticlak mengganggu clan atau mem
bahayakan kesehatan ; 

c. Zona A adalah Zona yang diperuntukan bagi tempat 
penelitian. Rumah Sekitar tempat perawatan kese
hatan atau sosial dan sejenisnya ; 

d. Zona B aclalah Zona yang diperuntukan bagi peru
mahan, tempat pendidikan, rekreasi dan sejenis -
nya ; 

e. Zona C adalah Zona yang diperuntukan bagi perkan 
toran pertokoan, perdagangan, pasar dan sejenis: 
nya ; 

f. Zona D adalah zona yang cliperuntukan bagi indus
tri, pabrik, stasiun kereta api, terminal bus 
clan sejenisnya ; 

g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 
tugas, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang 
pengawasan kebis i ngan yang berhubungan clengan 
kesehatan. 

BAB II 

Z 0 N A 

Pas al 2 

(1) Sesuai dengan jenis peruntukannya, maka zona di 
bedakan, sebagai berikut : 

a< Zona A 
b. Zona B 
c. Zona C 
d. Zona D ; 

(2 ) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dapat 
mengusulkan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II tentang penetapan zona - zona 
sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. 
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(3) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dapat 
mengusulkan kepada Bupati/Walikotam8dya Kepala 
Daerah Tingkat II untuk menini~u kembali ten 
tang penetapan Zona. 

BAB. ·111 

SYARAT-SYARAT KEBISINGAN 

Pasal 3 

Tingkat -kebisingan Zona A, Zona B, Zona C dan Zona 
D harus memenuhi syarat-syarat kebisingan sebagai 
daftar berikut : 

No. Z 0 N A 

1. Zona A 
2. Zona B 
3. Zona C 
4. Zona D 

Tingkat Kebisingan dB(A) 

Maksimum yang 
dianjurkan 

35 
45 
50 
60 

Pasal 4 

Maksimum yang 
diperbolehkan 

45 
55 
60 
70 

Penyimpangan dari syarat~syarat kebisingan seba -
gaimana tercantum dalam pasal 3 tidak dibenarkan, 
kecuah dalam keadaan khusus dengan persetujuan 
Menten Kesehatan. 

BAB IV 

PERLINDUNGAN ZONA TERHADAP KEBISINGAN 

Pasa1 5 

Sumber kebisingan yang berasal dari kegiatan in -
dustri , perdagangan, pembangunan, alat pembangkit 
tenaga, alat pengangkutan dan kegiatan rumah tans 
ga dan sebagainya yang diredam atau pun ti~ak, 
tidak boleh menimbulkan kebisingan, sehingga me
lampaui persyaratan kebisingan sebagaimana terse
but pada pasal 3. 
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BAB V 

PEMELIHARAAN 

Pasal 6 

U-5 

(1) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalarn 
pasal 3 harus dipenuhi, dijaga dan dipelihara 
dengan baik secara teratur dan terus-menerus. 

(2) Pemeliharaan tingkat kebisingan harus mematuhi 
pedoman pemeliharaan yang ditetapkan oleh Di
nas Kesehatan Daerah Tingkat I dan II berdasar 
kan petunjuk Direktur Jenderal. -

BAB VI 
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan II se
cara fungsional melaksanakan pengawasan keb isingan 
sebagaimana dimaksud pasal 3. 

Pasal 8 

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 7 meliput i : 

a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan mau 
pun di laboratorium ; 

b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a ; 
c. Perumusan saran cara-cara pemecahan masalah yang 

timbul dari hasil kegiatan huruf a dan huruf b; 
d. Upaya pemecahan masalah atas dasar kegiatan hu

ruf c dala.'ll ta.nggung jawab dan wewenangnya, 

BAB VII 

P E M B I N A A N 

Pasal 9 

{l) Pembinaan pengawasan kebisingan pada tingkat 
Propinsi Daerah Tingkat I, di l akukan oleh Ke
pala Kantor Wil ayah Departc·men Kesehatan. 
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(2) Pembinaan pengawasan kebisingan pada tingkat 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilaku
kan oleh Kepala Kantor Depart emen Kesehatan. 

(3) Penyelenggaraan pengawasan dan penetapan sya
rat-syarat tentang pengawasan kebisingan di
tetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 10 

Laboratorium sebagai tempat pemeriksaan kebising
an dan kalibrasi alat pengukur kebisingan dalam 
rangka penyelenggaraan pengawasan ditetapkan oleh 
Direktur Jenderai. 

Pasal 11 

Metode pemeriksaan kebisingan ditetapkan oleh Di
rektur Jenderal. 

BAB VIII 

PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN 

Pasal 12 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupat i /Wal i 
kotamadya Daerah Tingkat II Mengkoordinasikan dan 
bertanggung jawab atas pengawasan kebisingan . 

BAB IX 

P E M B I A Y A A N 
Pasal 13 

Pembiayaan kegiatan pengawasan kebisingan dibeban 
kan pada anggaran belanja Pemer intah. 

BAB X 

PEN ,INDAKAN 

Pasal 14 

Barang s iapa dengan sengaja melanggar pasal 3$ 5 
dan 6 sehingga mengganggu dan membahayakan kese
hatan atau jiwa seseorang diancam dengan hukuman 
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berdasarkan pasal 9 ayat (I) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 19,62 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi 
Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang ber 
laku. -

Pasal 15 

Barang siapa yang karena kelalaiannya melanggar pa
sal 3, S, dan 6 sehingga mengganggu dan atau memba
hayakan kesehatan atau jiwa seseorang diancam dengan 
hukuman berdassrkan pasal 9 ayat (2) Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun -1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usa 
ha Bagi Umum dan peraturan perundang-undangan lain 
yang ber 1 aku. 

BAB XI 

P E N U T U P 

Pasal 16 

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur da
lam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal. 

Pasal 17 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin
t ahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
me~iempatkan dalam Beri ta Negara Republ ik Indonesia. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

MENTER I 

J A K A R T A 

5 Nopember 1987 

KESEHATAN R. I. 

ttd 

SUWARDJONO SURJA.t~INGRAT 


